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ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, sepenuhnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Namun, terdapat masalah dalam efektivitas pengelolaan dana tersebut, yaitu kurangnya transparansi informasi yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada warga, yang menyebabkan program ini tidak terlaksana dengan efektif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Ukuran Efektivitas oleh Edy Sutrisno (2007:125-126), yang mencakup dimensi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa ada yang berjalan efektif dan ada yang belum efektif. Dari segi Pemahaman Program, tingkat pemahaman tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang membutuhkan bimbingan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa. Selain itu, koordinasi dengan masyarakat Desa Bukit, Kecamatan Betung, perlu ditingkatkan karena sering terjadi miskomunikasi antara unit kerja, baik di dalam pemerintah desa sendiri, antara pemerintah dan masyarakat, maupun antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perancangan pembangunan pengelolaan dana desa di Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.
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ABSTRACT

Village Fund Management in Bukit Village, Betung District, Banyuasin Regency, is fully allocated for infrastructure improvements. However, there are problems in the effectiveness of managing these funds, namely the lack of transparency in the information provided by authorized officials to citizens, which causes this program to not be implemented effectively. This research is descriptive research with a qualitative approach. The theory used is the Effectiveness Measure Theory by Edy Sutrisno (2007:125-126), which includes the dimensions of Program Understanding, Right on Target, On Time, Achievement of Goals, and Real Change. The results of the research show that some uses of village funds are effective and some are not yet effective. In terms of Program Understanding, the level of understanding is classified as very low, which is caused by an educational background that requires further guidance and socialization regarding village fund management. Apart from that, coordination with the community of Bukit Village, Betung District, needs to be improved because miscommunication often occurs between work units, both within the village government itself, between the government and the community, as well as between the government and stakeholders in planning the development of village fund management in Bukit, District Betung, Banyuasin Regency.
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I. 

PENDAHULUAN
Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Untuk mencapai kemandirian, desa membutuhkan desentralisasi kewenangan dan pembiayaan yang memadai. Selain itu, pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN juga mutlak diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunannan, pembinaan dan pemberdayaanunn masyarakatin. Pada tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan dalam APBN jumlah Dana Desa sebesar Rp 1.553.000.000 yang diperuntukkan bagi Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Dana Desa ini mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2020 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2021. Dana Desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di setiap desa. 
Desa Bukit Kecamatan Betung adalah salah satu kecamatan dari 19 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Bayuasin yang menerima pengalokasi dana desa yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Data dari Kecamatan Betung tercatat dana desa yang dikucurkan tahun 2022 lalu sebesar Rp 10.800.080.000 Dana Desa tersebut yang akan dibagikan terhadap 9 Desa yang ada di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan 3 tahap pembagian. Tahap pertama pada bulan Maret sebesar 40%, Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan pada bulan November 20%. 
           Namun, pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung masih kurang efektif. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai Perbup, dan tidak cukup kejelasan program dari pihak berwenang kepada warga menjadi kendala. Masyarakat juga berperan sebagai pengawas langsung untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Dalam mengatasi permasalahan efektivitas penggunaan Dana Desa, penelitian dilakukan untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah di Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Kecamatan Betung dalam meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.
Penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan pengelolaan dana desa, tetapi juga memiliki manfaat teoritis sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Manfaat lainnya adalah sebagai masukan empiris untuk pengembangan Ilmu Admistrasi Publik khususnya kajian Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Administrasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum di Desa Bukit Kecamatan Kabupaten Banyuasin.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas
	Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126), ada lima dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu: 1. PemahamanunProgram, yaitu pemahaman tentang program yang dijalankan dengan memahami aturan yang disebutkan dalam program. 2. Tepat Sasaran, yaitu sesuai objek yang dipilih. 3. Tepat Waktu, yaitu memahami aturan tentang waktu dan biaya program yang telah ditentukan. 4. Tercapainya Tujuan, yaitu peningkatan hasil setelah program dilaksanakan.5. Perubahan Nyata, yaitu adanya peningkatan kinerja setelah program dilakukan.
Efektivitas memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti memiliki efek, pengaruh, akibat, atau dapat menghasilkan sesuatu. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Konsep Pengelolaan / Penggunaan
UU RI Nomor 6000 Tahun 201485 tentangan Desaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mengenai Keuangan Desa. Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi berarti memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat mengenai keuangan Desa.
Penggunaan Dana Desa
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, peningkatan kesejahteraan yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara dibidang kesehatann dan sarana. Penggunaa Dana Desa mengacuu padaku Rencanakan Pembangunanin Jangka Menengahihu Dasaran dan Rencana Kerjaaa Pemerintahannn Desaii. ..( Yusran Lapanda.2017).

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan, termasuk cara penggunaan alat, dituliskan secara terperinci bila belum pernah diterbitkan.  Metode yang sudah diterbitkan cukup dijelaskan prinsipnya disertai pustakanya. Metode yang dimodifikasi dijelaskan modifikasinya disertai pustaka  sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumen dan observasi. Yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Kelompok Pemberdayaan DPRD Bukit, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua BUMDES, dan dua orang warga Desa Bukit, Kecamatan Betung Hal ini ditulis dengan mengumpulkan data sekunder berupa wawancara dan kuesioner tentang efektivitas penggunaan dana di Desa Bukit Kecamatan Betung. Observasi lapangan langsung dilakukan untuk mendokumentasikan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat dan sesuai dengan kondisi dan kondisi kawasan. Semua metode tersebut dirancang untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendapatan rumah tangga di Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyusin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pemahaman Program 
a. Pemahaman Aparat Desa/Staff dalam mengelelola keuangan Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung
Pemahaman Aparat  dalam mengelola dana keunagan telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan tahapan, namun pemahaman staf desa belum berjalan efektif dan masih diperlukan bimbingan, pelatihan, sosialisasi mengenai pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.
b. Melakukan Koordinasi dengan masyarakat
Melakukan koordinasi dengan masyarakat Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin  saat ini belum berjalan secara efektif karena dalam pengelolaan dana desa sering terjadinya miis komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan maasyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders .
2. Tepat Sasaran
a. Melakukan Musyawarah Desa dalam pengeloaan Dana Desa secara transparan
Melakukan Musyawarah Desa dalam pengeloaan Dana Desa secara transparan saat ini sudah berjalan secara efektif karena Pemerintah Desa melakukan musyawarah secara transparansi yang baik antara Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun APBDes sesuai dengan perundang-undangan menerapkan prinsip transparansi.
b. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung 
Pada dimensi ini telah berjalan secara efektif dan efisien karena Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah berjalan dengan sesuai dan tepat sasaran, dimana pembangunan dilaksanakan seuai yang dibutuhkan warga  yang telah di sepakati dalam Musdes  untuk dikelolaan menggunakannya DanakesiDesaku dituangkan pada RKPDesember juga termasukan dalamkah PPiko No.6000/212014.
3. Tepat Waktu
a. Pertanggung jawaban Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara tepat waktu
Pertanggungjawaban Pemerintah mengalokasikan Dana Desa Bukit Kecamatan Betung secara tepat waktu belum berjalan secara efektif dan efisien karena pertanggungjawaban Pemerintah mengalokasikan dana desa yang dihasilkan berasal dari pihak ketiga dan tidak ada evaluasi kegiatan yang seharusnya melibatkan masyarakat Desa Bukit Kecamatan Betung, Oleh karena itu, tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Kecamatan Betung dianggap kurang efektif.
b. Melakukan pembinaan dengan kegiatan memberikan pelatihan kepada perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan pelatihan berjalan secara efektif dan efisien karena Pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan pembinaan dengan kegiatan memberikan pelatihan secara berkala kepada perangkat Desa agar perangkat desa Bukit Kecamatan Betung memiliki kemampuan dalam mrencanakan program desa serta dalam pengelolan dana desa yang lebih matang, sehingga pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


4. Pencapaian Tujuan
Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini sudah berjalan secara efektif namun Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas, Tidak ada upaya sosialisasi sebelumnya, dan bahkan dalam tahap musrembang desa, pemerintah desa hanya menyebutkan jumlah Alokasi Dana Desa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan penggunaannya, bagaimana dana tersebut akan digunakan, atau bagaimana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuaasin.
5. Perubahan Nyata
Realisasi yang dicapai sesuai dengan target 
Realisasi yang dicapai sesuai dengan target sudah berjalan secara efektif dan efisien jika dilihat dari peningkatan struktuk pembangunan yang memudahkan akses  bagi masyarakat namun mengenai realisasi belum menguasai secara baik dan aturan yang sesuai dengan Permendagriii No.11113/201444 dan PP No.60/2014444 sehingga dalam realisasinya yang dicapai belum sesuai dengan target yang diinginkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sudah berjalan secara efektif berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan mendapat jawaban yang efektif dan ada juga  yang belum berjalan secara efektif ini juga dilihat dari beberapa dimensi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dimensi Pemahaman Program dalam efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin bahwa Pemahaman Aparat Desa/Staff dalam mengelelola keuangan Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung tergolong sangat rendah jika dilihat dari latar belakang pendidikan perlu diberikan bimbingan dan sosialisasi pengelolaan dana desa dan melakukan koordinasi dengan masyarakat Desa Bukit Kecamatan karena dalam pengelolaan dana desa sering terjadinya miis komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan maasyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders dalam perancangan pembangunan pengelolaan dana desa bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
2.  (
101
)Dimensi Tepat Sasaran dalam hal ini harus dilakukan Musyawarah Desa dalam pengeloaan Dana Desa secara transparan antara Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun APBDes menerapkan prinsip transparansi. Pengelolaan dana desa hanya diprioritas untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan warga  yang telah di sepakati dalam Musyawarah Desa untuk dikelola menggunakan Dana Desa yang dimasukkan dalam RKPDesiana juga termasuk dalammm PP No.60/2014.
3. Dimensi Tepat Waktu pengelolaan dana desa dengan pertanggungjawaban Pemerintah mengalokasikan dana desa dianggap kurang efektif karena yang dihasilkan berasal dari pihak ketiga dan tidak ada evaluasi kegiatan yang seharusnya melibatkan masyarakat Desa Bukit Kecamatan Betung, sehingga Pemerintah Melakukan pembinaan dengan kegiatan memberikan pelatihan kepada perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa supaya kemampuan aparat dalam merencanakan program desa dalam pengelolan dana desa yang lebih matang, sehingga pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 6 Tahun 2014.
4. Dimensi Tercapainya Tujuan Penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini sudah berjalan secara efektif namun Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas, bahkan dalam tahap musrembang desa, pemerintah desa hanya menyebutkan jumlah Alokasi Dana Desa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan penggunaannya. 
5. Dimensi Perubahan Nyata dalam indikator realisasi Realisasi yang dicapai sesuai dengan target Realisasi yang dicapai sesuai dengan target sudah berjalan secara efektif dan efisien jika dilihat dari peningkatan struktuk pembangunan yang memudahkan akses bagi masyarakat, namun dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa, aparat belum menguasai secara baik dan aturan yang sesuai dengan Permendagrilan No.40113/2014565 dan PP No.6660/2014 sehingga belum terealisasi dengan baik.

SARAN
0. Penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa ini diwilayah ini diharapkan secara maksimal.
0. Tranparansi pemanfaatan Dana Desa hendaknya dibuatkan laporan berisi pengelolaan dan penggunaannya dibicarakan saat musyawarah desa.
0. Koordinasi antar perangkat dan warga desa dilaksanakan secara 
0. berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal.
0. Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan asistensi soal peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dsengan tujuan meningkatkan kemampuan secara keseluruhan perangkat desa.
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